
GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAIUPUNG
NOMOR , Ol /23 tB.O7lIf.IKl2O2S

TEITTANG

PEITETAPAN XEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
A.FOTEKER PEMERIITTAH PROVINSI LITMPT'IYG

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR IITMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (l)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2O2O tetang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :

8/604 1 / M.SM .Ol.OO I 2024, hal Persetujuan Kebutuhan
2a Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah
Provinsi L^ampung, tanggal 17 Desember 2024, serta
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :

B/316/M.SM.Ol.OOl2025, ha-l Persetujuan Jabatan
Fungsional Bidang Kesehatan Jenjang Ahli Utama di
Lingkungan Pemerintah Provinsi L,ampung, tanggal 16
Januari 2025, perlu menetapkan Kebutuhan Jabatan
Fungsional Apoteker Pemerintah Provinsi Lampung
dengan Keputusan Gubernur la.mpung;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-
Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2O20;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011
tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

1

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2Ol2 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2O21
tentang Jabatan Fungsional Apoteker sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor I Tahun 2O23 tentang Jabatan
Fungsional;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Ke{a Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Lampung Nomor I Tahun 2O24;

l. Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga
Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : PI.Ol.O2lF.W / 2893 / 2024, hal Rekomendasi
Jabatan Fungsional, tanggal 19 Jub 2O24;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :

8/6041/M.SM.Ol.OO/2024, hal Persetqjuan
Kebutuhan 28 Jabatan F\rngsional di Lingkungan
Pemerintah Provinsi l,ampung, tanegal 17 Desember
2024;

3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :

B/316/M.SM.OL.OO I 2025, hal Persetujuan Jabatan
Fungsional Bidang Kesehatan Jenjang Ahli Utama di
Lingkungan Pemerintah Provinsi l,ampung, tanggal 16
Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBER"ITUR TENTAITG
KEBUTT'HAIT JABATAI{ FUITGSIOITIAL
PEMERINTAH PROVINSI LII.}IPUNG.

PENETAPAN
APOTEI(ER

Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Apoteker
Pemerintah Provinsi l,ampung dengan rincian kebutuhan,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
Keputusan ini.

Penetapan Kebutuhaa Jabatan Fungsional Apoteker
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi
pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang
Kelembagaan, Ketata-laksanaan dan Kepegawaian dalam
rangka efisiensi dan efektifrtas pelaksanaan tugas.

KEDUA



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

1. Surat Direktur Pembinaan dan Pengawasaa Tenaga
Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : PT.01.02lF.Vll 2893 I 2024, hal Rekomendasi
Jabatan Fungsional, tanggal 79 J:uh 2O24;

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :

8/6041IM.SM.OI.OO/2024, hal persetujuan
Kebutuhan 28 Jabatan Fungsional di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 17 Desember
2024;

3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :
B/316/M.SM.OI.OO / 2025, hal persetujuan Jabatan
Fungsional Bidang Kesehatan Jenjang Ahli Utama di
Lingkungan Pemerintah provinsi Lampung, tanggal 16
Januari 2025;

')

7. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2OL2 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor I Tahun 2O2O
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2O21
tent€ng Jabatan Fungsional Apoteker sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor I Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

11. Peraturan Gubernur l,ampung Nomor 59 Tahun 2O2l
tentang Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Lampung Nomor l Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAIY GUBERITUR TEI{TAIUG PEITETA.PAII
XEBUTT,HAIT T,ABATAIT FUIYGSIoI{AL A,PIoTEKTR
PEUERIIYTAII PROVII|AI L/I.UPUNG.

Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Apoteker
Pemerintah Provinsi L^ampung dengan rincian kebutuhan,
sebagaimana tercantum dalam l^ampiran I dan Lampiran II
Keputusan ini.

Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Apoteker
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi
pe$oman untuk penataan dan penyempurnaan di bid-ang
Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam
rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

KEDUA



KEIIGA
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 

7 -2-2025
Pj

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jal(arta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi kmpung di Bandar Lampung;
9. l.p.t" Badan Kepegawaian Daerah provinsi Lampung di Telukbetung;
1. I.prt" Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset oaerarr provinsi L^ampiing di relukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah provinsi L^ampung di Telukbetuig.
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L{.MPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NoMOR : Gl /23
TANGGAL: ?

/8.O7 lHKl2O2s- /- 2025

RINCIAN XEBUTUHAN JABATAN FUI{GSIONAL
APOTEKER PEMERIITTAH PROVIISI LAIUPUNG

NO NAIUA JABATAN KEBUTUHAI{

I Rumah Satit Umum Daerah
Dr H Abdul iloeloek Provlnsi Lao

teker Ahli PertamaA 90
teker Ahli MudaA 7
teker Ahli MadA 90
teker Ahli UtamaA 4 Oran

2 Rumah SaHt Jlwa Daerah Provinsl LamPung
teker Ahli PertamaA 4
teker Ahli MudaA I
teker Ahli MadA 4 Oran
teker Ahli UtamaA I Oran

3 Rumeh Seklt
Provinsi Lam

Umun Daerah Bandar ltlegara Hueada

teker Ahli PertamaA 3 Oran
teker Ahli MudaA 3 Oran
teker Ahli MadA 10

4
Teknis Daerah Balai Laboratorium

Keschatan Pada Diaas Keaehataa provinei
Unit Pelakeana

Lam u
teker Ahli PertamaA I
teker Ahli MudaA 1

teker Ahli MadA 10

5
Teknls Daerah Instalasl Farnasl

dan Kallbraei Alat Kesehatan pa& Dlnas
Kesehatan Provinsi Lam

Unlt Pelaksana

Ahli PertamaA I Oran
teker Ahli MudaA I Oran

Jumlah 51 Oran

Pj. GUBERIIUR LA.DIPUITG,

IN
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR I cl b3 lB.O7lHKl2O2s
TAN AL: I 20 5

2.1 PETA JAAAT/IIT FT'NGSIIOI|AL APIOTEI(ER
RI'UIUI SIAXIT I'UTIM DIIERAII DR. E. ABDI'L UOELOEK PROVII|SI LIIUPUITG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DR. H. AE}DUL MOELOEK PROVINSI I-AMPUNG

Kelompok Jabaten F-ungslond
Nama Jabatan Kebutuhan

Apoteker Ahli Pertama 9 Orang
Apoteker Ahli Muda 7 Orang
Apoteker Ahli Madva 9 Orang
Apoteker Ahli Utama 4 Orang

Wakil Direktur
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2.2 P|ETA JABATAIT F'UITGSIONAL APioTEKIR
RI'UAII SAXIT JTWA DAERAII PROVIT{SI L/IUPUITG

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Kelompok Jabato" Fungslond
Nama Jabaten Kebutuhan

Apoteker Ahli Pertama 4 Orang
Apoteker Ahli Muda 1 Orang
Apoteker Ahli Madya 4 Orang
Apoteker Ahli Utama 1 Orang

BIDANG

BAGIAN
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2.3 PETA JABAT/IN r.UIYGSIOIIAL AFOTEI(ER
RI'UAII SAIST I'UUU DAERNI BAND/IR ITEG/TRA TIUSADA
PROVITSI L,ATPIIITG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI I.A,MPUNG

Kelompok Jabatan Fungslond
Nama Jabatan Kebutuhaa

Apoteker Ahli Pertama 3 Orang
Apoteker Ahli Muda 3 Orang
Apoteker Ahli Madya I Orang

BIDANG

BAGIAN
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2.4 PEtrA JABATAIV TI,I{GiSIONAL AFOTIKER
I'NIT PELIIKTiAT{A TEXNIS DAERAH BALIU LTBORATORII'U I(ESEEATAN
PITDA DIIIAS XESEHATAI{ PROVNYSI LIIUPUITC

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

Kepala Unit Pelalsana Teknis Dae rah
Balai Laboratorium Kesehatan

Nama Jabaten Kebutuhan
Apoteker Ahli Pertama 1 Orang
Apoteker Ahli Muda I Orang
Apoteker Ahli Madva 1 Orang

Sub Bagian/ Seksi

-

Kelompok Jabatan Fungslond
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2.5 PEf,A JABATAIT FITITG.SIONAL APOTEXIR
I'MT PEL/IKS;AITA TEI(NIS DAERAII IITSTALASII F/IRUASI DAN
KALIBRASI AL/IT KESEIIATAIT PADA DIIIAS XESEIIATAIT PROVNSI LITUPIIITG

Pj. GUBERIUR rl\MPUIf G,

KEPALA DINAS KESEHATAN PROV]NSI LAMPUNG

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Insta-lasi
Farmasi dan Kalibarasi Alat Kesehatan

Kelompok Jabatan tr\rngslonal
Nama Jabatan Kebutuhan

Apoteker Ahli Pertama I Orang
Apoteker Ahli Muda I Orang

Sub Bagian/ Seksi


